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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 25 TAHUN 2013 
TENTANG  

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi 
Pemilihan Umum pada setiap tingkatan sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu 
dilakukan pembinaan sumber daya manusia, kinerja 
organisasi, pengelolaan administrasi dan penyelesaian 
pelanggaran administrasi; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabiltas kinerja 
penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diatur 
pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum untuk setiap 
tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan 
Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya 
mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi 
Pemilihan Umum sebagaimana dimakud dalam Pasal 
255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
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menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi 
Pemilihan Umum;  

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4924); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246);  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI 
PEMILIHAN UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu. 

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 
selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara 
Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP 
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di 
luar negeri. 

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya 
disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk 
melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di 
luar negeri. 

7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah 
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu 
Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 
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9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat 
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh 
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 
di wilayah kabupaten/kota. 

10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu 
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. 

11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 

12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah Petugas yang dibentuk oleh 
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar 
negeri. 

13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan 
untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

14. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata 
cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di 
luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu. 

15. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan asas :  
a. kejujuran; 
b. keterbukaan; 
c. keadilan; 

d. kepastian hukum; 
e. mandiri; 
f. efektif; dan 
g. efisiensi. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup: 
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a. penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan 
atau temuan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota/KIP 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN; dan 

b. tindak lanjut rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatan. 

Pasal 4 

Kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu mencakup penyimpangan 
terhadap:  

a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, 
PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;  

b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan 
c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, 

KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan 
peserta Pemilu. 

Pasal 5 

Jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:  
a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan  
c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

BAB II 
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU OLEH KOMISI 

PEMILIHAN UMUM 

Pasal 6 

Pihak pelapor dan terlapor Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah KPU, 
KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, 
KPPS/KPPSLN secara berjenjang termasuk sekretariat masing-masing. 

Pasal 7 

(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan secara 
tertulis paling sedikit memuat: 

a. nama dan alamat pelapor; 
b. nama dan alamat terlapor; 
c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan 
d. uraian dugaan pelanggaran.  
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